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Berdasarksn Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 lentang Hukum Acara
Pidana, maka sistem peradilan pidana d| Indonesia erdini atas komponen
Kepofisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebaga
aparat pensgak hukum, Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang
sangat eral satu sama Isin, bahkan dapat dikataksn saling meneniukan,
dan merupakan satu kesatusn yang cara kerjanya sistematis. Sistem dapat
batialan dangan halk rtuke mencapal tiduan ke semi@ (e waling
mendukung dan melengkapl. Adanya kelemaban pada saf: subsistam akan
berdampak negatll pada bekerfanys sistem secar kessluruhan.

Kata Kuncl . Kejaksaan, Terdakwa, Peradilan Pidana

A. Pendahuluan
Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Lindang-Ling
Dasar 1945, oleh karena itu di satu plhak yakni pemerintah alau lembags lain, cilss
melakukan tindakannya harusish berandaskan kepada hukum. Negara hukum el
menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, lemmasuk Indoness
Menurut Abdoal Djamall’, hukum mempunyal cid kekhususan, yaitu

melindungl, mengatur dan memberikan kessimbangan dalam menjaga kepontingss

Apabia ada yang melanggar ketentuan hukum dalam artl merugikan, melalaikan
mengganggl keseimbangan kepentingan Lmum, maka pelanggarannya maendspat o
dari masyarakat, reaksi yang diberkan berupe pengembalian kelidax sembiangan
diakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar Itu. Pengembaiizn
salmbangan U dilakukan oleh petugss ysng berwenang untuk keperluan memb

hukuman

' Abdce! Djamall, Pengariar Hokum indonesia, Rajewnll, Jekarta, 2003 him 3
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